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PEMERINTAII KABUPATEN PESISIR SELATAN

DIITAS PEIVDIDIKAN DAN KEBUDAYAA}T
Jl. H. Agus $slim - Painan Telp. (0756l.2t6o2

SURAT PTR^'AITJIAN KER^IA

KBGIATAN :

/RTHABILITASI GTDUIYG DAII PtrTGArlAAn SARAITA DAN PRASARAITIA
SEKOLAII DASAR iltGERr [DAI( REGTTLTR 20791

PEKER.IAAN :

RETTABILITASI TOTLET tJAr[BAfl] SDrlr 20 KAYU GADAIYG

Antara
PTMTRIITTAII I(ABUPATEIT PESISIR SELATAIT

Dengan
I{TPALA SIKOLA}I

I[omor : 52lV/ SARPRAS-DAII. sD / slryx I D"If.-P9 I 2OL9
Tanggal : 2O Mei 2OLg

lurl int Senln tanggal hn Puhrh bulan Mel tatan Ihtcr Ribu Senbil.an Belaso Kanni gang
tangan dl bautah brt :

JAFRI, S.Pd

Kuasa Pengguna Aaggaran Btdaag Pelnbiuaaa Sekolah Dasar
Tahun Aaggaraa 2Ol9
JI. H. Agus Salr'n - Painaa

untuk dan atas nalna Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 9OO/a3/Kpts/BPT-PS/2019
28 Januari 2O19 selanjutnya disebut Pihak Pertama.

SYAMSIWARDI, S.Pd.SD

Kepala SeLolah SDN 20 I(AYU GADATTG

Sutera

dan atas namajabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan
ilomor : B2l /069 /BKPSDM-2O18 Tarrggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

ini menyatakan tela-h setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-
dan syarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

krjanjian Kerja



Nomar

Tanggal

Pelerjaan

: 52/ V/ SARPRAS-DAK.SD/ SWK/ DPK-PS/ 2o1 9

: 20MEI2O19
: Relwbtlitasi Toilet {Jamban) SDN 20 KAW GADANG

2.

3.

peraturan presiden RI Nomor 16 Tahun 2o18 tentang pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor i41 Tahun 2o18 tanggaI3l
Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahurt 2ol9
menentukan bahwa rcfu*tu, peningkatan prasa-ralla pendidikan dilakukan oieh

Panitia PembangUnan Sekolah secara swakelola yarrg ditetapkan oleh Kepala

Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manqiemen berbasis sekolah'

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nornor l Tahun

2O19 tanggal 18 Januari 2o19 Tentang Petunjuk operasional Penggunaan Dana

Alokasi Xttrr*u" (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2079'

^DPASKPpDinasPendidikandanKebudayaanKabupatenPesisirSelatanTahun" Anggararl 2019,

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian

ian Dana Alokasi Ktrusus tbef) Bidang Penrlidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-

an dan syarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal I
TUJUAN PERJANJIAN

pe{anjian Kerja adalah untuk melaksanakan pekerjaan di ba$'ah ini :

RehabllltaslToiletpambanfsD}{20KAY['GADANG
Kecamataa Sutera

h Kedua bersedia melaksanakan pekerjaal tersebut diatas sebagaimana yang tercaxtum dalam

t Gambar serta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaa-n dana yang diterima'

Pasal 2
SUMBER DANA

dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Ridang Pendidikan Tahun Anggaran

Pasal 3
NILAI PEKERJAAN

h nilai pekerjaan tersebut dalanr perjanjian ini adalah sebesar ffp' 32'OOO'OOO'OO

Rrluh Dua Juta Rupiah ) yang OiUefant<an pada DPA SKPD No' 1 '0 1 ' 1'0 1'01'01'0 f i6' i O0

31 Desember 2018.



Nomar

Tanggal

Pelcerjaan

52/ V/ SARPRA9DAK SD/ SWK/ DPK-PS/ 20 1 9

20 MEI20L9

RelwbilitasiToilet (Jamban) SDN 20 KAYU GADANG

Pasal 4
PRIITSIP PTTERJAAII

dalam pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2O19 meliputi :

dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

asas transparansi dan akuntabilitas,
partisipasi masyarakat daiam pengelolaan kegiatan,

kualitas pekedaan dengan barang yang dihasilkan,

Pasal 5
PENGAIIIASAN & PEMERIKSAAN

Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan
pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Penganvas Lapangan ya-ng bertindak untuk dan
atas nama Pihak Pertama dan akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua harus mematuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan atau perintah Direksi
Pekerjaan / Pihak Pertama.

Pihak Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai
dengan ketentuan pelaksanaannya, baik mengenai ketentuan admi:ristrasi keuangan 

"

maupun ketentuan teknis.

Pasal 6
JAI{GI(A WAKTU PELAIGANAAN

waktu pelaksanaan yang disebr-rtkan dalam pasal I peq'anjian ini ditetapkan selama 120 (

Dua Puluh ) Hari Kalender, terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Tahun Anggaran 2019
Pihak Kedua-

Pasal 7
CARA PEISYALURAT{ DANA

penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

Tahap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
pelaksana swakelola telah siap untuk melaksanakan pekedaan swakelola,

Tahap ll: 45Yo (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
pekerjaan telah mencapai bobot 257" (Dua puluh lima perseratus),

Tahap III : 3O7o (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan
telah mencapai bobot 7O% (Tujuh puluh perseratus),

lan Kerja



Nomor

Targgal
Pekerjaan

52/ V/ SARPRAS.DAK. SD/ SWK/ DPK-PS/ 20 1 9

20 MEI 2019

RehabilirasiToilet (Jamban) SDN 2O ryYU GADANG

Bank

pembayaran disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

Rekening : DAIT SDN 2() I(AN' GADANG

: 0404.0210.00426-1

: Bank Nagarl Kaator Kas Surantih
Rekening

Pasal 8
PEIIER"'AAN TAMBAII KI'RANG

Penyimpangan-penyimpangansefraperubahan-perubahanyangmerupakanpenarnbahan
atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sal sesudah mendapat perintah tertulis dari

pihak pertama dengan ,rienyeuutt an ienis dan perincian pekerjaan secara jelas'

Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat d.ipakai sebagai alasan untuk merubah waktu

p.ur."a,,",,, pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis Pihak Pertama.

pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kemgian Pihak Pertama sebagai akibat

perbuatan orang- orarrg yang dipekerjakannya'

Pasal 9
PELAPORAN

pihak kedua wajib membuat laporan seca-ra berkala mengenai pelaksanaan pekedaan /
kemajuan pekerjaan kepada Pihak Pertama'

Segala laporan atau catatan pekerjaan dibuat dalam bentuk buku harian yang telah

aiJetu3ui-oleh pihak Pertama dan harus ada dilokasi pekerjaan'

pihak kedua wajib membuat dan men-yerahkan kepada Pihak Pertama foto-foto kegiatan

besertakelengkapanadministrasilainnyapadatahaparrpencairandana.

Laporan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada

pihak pertama serambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya

pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :

Berita Acara Serah Terima,

Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran

lainnya,

Bukti setoran Pajak'

Bukti teknis lainnYa

2-

3_



Nomar

Tanggat

Pekerjaan

: s2/ V/ SARPRAS-DAK.SD/ SWK/ DPK-PS/ 2O1 9

: 2OMEI2019
: Rel@bilit(rsiToilet {Jamban) SDN 2O KAru GADANG

Pasal 1O

SANKSI

Jika datam pelaksanaan pekerjaan ditemukan hambatanlrintangan yang berada diluar
batas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku dalam dokumen. teknis, RAE| dan Gambar rencana, maka Pihak
Pertama secara sepihak dapat memutuskan/ menghentikan pekerjaan tersebut.

Pemutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada Pihak
Kedua/penerima bantuan wajib mengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daera}

Pasal 11
PA^IAN

Pajak yang Cmbui akibat dan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan wajib dipungttt dan

disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajaka-n yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
F'ORCE MAJEURE

Force Majeure adalah suatu kejadian,vang menghambat pelaksanaan pekerjaan yang
sedang berjalan sedangkan kejadiannl'a diluar kehendaklkewenangan dari Pihak Kedua
seperti bencana alam, epidemik, peperangaJl, pemogokan, sabotase,
pemberontakan / <iemonstrasi.

Apabila terjadi force m4jeure maka Pihak Kedua segera memberitahukan kepada Pihak
Pertama secara tertulis selambat-lambatnya datam kurun waktu 3 {Tiga) hari sejak
terjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud da-lam

ayat {2\maka Fihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil
keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari Pihak Kedua tersebut.

Apabila permohonan tertulis dari Pihak Keriua tentang force majeure diterima/disetujui
maka akan dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

krjanjian Kerja



Pasal 13
PE'ITUTUP

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada
dan tanggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (detapan), 4 (empat)

diantaranya bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai
hukum yang sama.

PIIIAIT BTDUA,

&!.t SGLolah SDII A) I{AYI
GAI'ANG

19701215 199710 1 001

Nomot

Tanggal

Pekerjaan

Dltetahul Oleh,
Kepala Dtres Pendtdtkaa daa

Kebudayaaa
I(abupaten Peslslr Selataa

H. ZULKIFLI,S.Pd.M.Pd
NIP. 19630730 L98703 1 003

: 52/ v/ SARPIUS-DAKSD/ SwKl DPK-PS/ 2ot 9
20 MEI2A19
Relubilita,si Toilet SDN20T{AWGADANG

Painan, tanggal tersebut di atas

PIIIAK PERTAtrA,

Kuasa Pengguna Arggaraa

W,
JAFRI. S.Pd

NrP. 19690530 199711 1 001

trlu{ian Kerja


